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ABSTRAK 
 
 
Ni Kadek Sri Astuti  (B12113302), dengan judul “Pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur Dalam Pembuatan Surat Keterangan 
Kehilangan pada Kepolisian Sektor Di Kota Makassar”. Di bawah 
bimbingan Achmad Ruslan selaku Pembimbing I dan Romi Librayanto 
selaku pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan 
Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat keterangan 
kehilangan pada kepolisian sektor di kota Makassar dan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan pada kepolisian sektor di kota Makassar  
  
Penelitian ini dilaksanakan di kantor kepolisian sektor kota 
makassar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer 
yang diperoleh melalui wawancara langsung dari responden yang terkait 
dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang 
diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, 
literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan 
pembahasan penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil 
penelitian sebagai berikut, (1) pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 
dalam pembuatan surat keterangan kehilangan pada kepolisian sektor di 
kota Makassar tidak sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 karena belum 
adanya standar pelayanan yang harus dimiliki oleh semua kepolisian 
sektor di kota Makassar. (2) Faktor penegak hukum menjadi faktor 
pendukung  dan sarana atau fasilitas menjadi  faktor penghambat 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan  pada kepolisian sektor di kota Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.   Latar Belakang 
Pemerintah mempunyai peranan yang begitu penting dalam 
menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya.1 
Pada bagian menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009) menetapkan sebagai 
berikut: 
“Meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang 
baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara 
dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik”.2 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah dalam melaksanakan 
pelayanan publik seyogyanya meningkatkan kualitas dan menjamin 
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan 
perlindungan bagi setiap warga negara  dan penduduk dari 
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.   
Menurut Lijan Poltak Sinambela, pelayanan publik menjadi persoalan 
yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. 
Hipotesis seperti itu, secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah 
                                                          
1 Lijan Poltak Sinambela, dkk 2007, Reformasi Pelayanan Publik, PT Bumi Askara,  Jakarta, hlm 6 
2 Lihat bagian menimbang Huruf d UU No. 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik  
2 
 
dibuktikan dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda 
ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat.3 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan sebuah pelayanan, 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan pelayanan  tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan manusia.4 
Menurut Lijan Poltak Sinambela, masyarakat setiap waktu selalu 
menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun 
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara 
empiris pelayanan terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, 
lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena 
masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang 
dilayani.5 
Berdasarkan survey yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia 
pada tahun 2012 telah menerima 2.209 laporan dari masyarakat. Dari 
2.209 laporan masyarakat, 383 lainya terkait dengan pelayanan di Institusi 
Kepolisian. Sementara sejak Januari sampai September 2013, 
Ombudsman telah menangani 129 laporan dari masyarakat yang 
mengadukan buruknya pelayanan di kepolisian. “Besarnya jumlah laporan 
itu merupakan salah satunya indikator betapa pelayanan publik di 
kepolisian masih terbilang buruk dan perlu penyempurnaan lebih lanjut”, 
                                                          
3 Lijan Poltak Sinambela, dkk.op.cip hlm 3 
4 Ibid.hlm.3 
5 Ibid.hlm. 4 
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kata Budi Santoso Komisioner Ombudsman  Bidang Penyelesaian 
Laporan.6 
Selama tahun 2016, Ombudsman RI wilayah Sulawesi selatan 
mengaku menerima ratusan laporan masyarakat terkait pungutan liar 
(pungli) di instansi pelayanan publik. Hal tersebut diungkapkan Ketua 
Ombudsman RI wilayah Sulsel, Subhan ketika dikonfirmasi, Jumat 
(14/10/2016). Menurut dia, pungli terjadi di kepolisian, kementerian 
hukum, dan dinas lainya.7  
Pungli juga dialami penulis ketika sebelum melakukan penelitian, 
penulis pernah sekali mengurus surat keterangan kehilangan Kartu Tanda 
Penduduk di Kepolisian Sektor kota Makassar, penulis mengeluarkan 
uang senilai dua puluh ribu rupiah, kata petugas kepolisian sebagai uang 
kertas.  
Institusi Kepolisian Republik Indonesia ( Polri ) merupakan salah satu 
penyelenggara pelayanan publik, diantaranya dalam hal mengeluarkan 
surat izin dan atau surat keterangan bagi masyarakat misalnya surat 
keterangan kehilangan. Surat keterangan kehilangan sangat penting 
karena sebagai pendukung untuk mengurus penggantian dokumen yang 
hilang. Surat keterangan kehilangan merupakan surat yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 15  Ayat (1) 
                                                          
6http://nasional.sindonews.com/read/802813/14/ombudsman-ri-ungkap-buruknya-pelayanan-
kepolisian-1383802954 diakses tanggal 23 desember 2016 pukul 20.03 
7http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/14/14563051/ombudsman.terima.ratusan.lapor
an.pungli.di.sulsel.selama.2016 diakses tanggal 27 februari 2017 pukul 19.06 
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Huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002 ) menyatakan bahwa:  
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Republik 
Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan surat izin 
dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan 
masyarakat”.8  
 
Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Huruf k UU  No. 2 Tahun 2002, salah 
satu tugas kepolisian dalam pemberian layanan kepada masyarakat 
adalah memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentinganya dalam lingkup tugas kepolisianya.9 
Pelayanan Polri pada era reformasi bagi institusi Polri melibatkan dua 
unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat pada sisi lainya. Kedua 
unsur tersebut tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua 
unsur di atas selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang 
disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat 
dilakukan melalui kontak pelayanan secara langsung agar proses dan 
mutu dapat diukur efektivitasnya dan efisiensinya, sehingga memuaskan 
kedua pihak.10  
Pelayanan yang berkualitas yang diberikan instansi kepolisian juga 
sangat ditentukan oleh para pelaksana pelayanan di lapangan dan loket-
loket pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan 
                                                          
8Lihat Pasal 15  Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
9 Lihat bagian Huruf k Pasal 14 Ayat (1) UU  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
10Puadi Rahardi 2014, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri 
Lasbang Grafika., Surabaya, hlm 201. 
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juga perlu dibuka pintu pelayanan yang jelas dan terukur bagi masyarakat, 
karena dengan jelas tercantum syarat dan biaya.11  
Untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta    
meningkatkan efektivitas dan efisiensi  pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab individual aparatur organisasi secara keseluruhan perlu 
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).12  
Untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas mengeluarkan surat 
keterangan kehilangan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur 
Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SOP SPKT), SOP SPKT 
merupakan Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dalam 
memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 
penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan Surat 
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan ( SKTLK ). 
Pelayanan yang baik akan berpengaruh kepada kesejahteraan 
masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah kepada 
masyarakat adalah melayani administrasi negara, yakni mengurus 
identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang berdomisili 
di Negara Indonesia.13 
                                                          
 
11 Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media:Jakarta hlm 21 
12PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi R.I. No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  
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Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan mengatur bahwa identitas hukum merupakan 
hak dari setiap penduduk Indonesia.14  Akan tetapi berdasarkan Undang– 
Undang yang sama pula, identitas hukum diatur sebagai kewajiban 
seluruh penduduk Indonesia. Misalnya, sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 13 Ayat (1)15 dan Pasal 63 Ayat (1) tentang kewajiban 
penduduk Indonesia yang berusia 17 Tahun ke atas untuk memiliki Kartu 
Tanda Penduduk (KTP). 
Pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang–Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:  
“Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau 
mempertahankan status kewarganegaraannya”. 
“Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 
diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat 
pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya 
sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan”. 
 
Kewajiban penduduk Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam 
hal ini KTP, menjadi penting untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP 
terkait berbagai pesoalan identitas hukum persoalan kesejahteraan 
penduduk. Pentingnya kepemilikan atas KTP ini juga didukung oleh 
temuan Asian Devolment Bank (ADB) laporan ADB tersebut menegaskan 
                                                                                                                                                               
13Ferliana Harman. 2016, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar, Skripsi 
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 3 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19419/SKRIPSI%20LENGKAP-
PRODI%20HAN-FERLIANA%20HARMAN.pdf?sequence=1 diakses pada hari senin tanggal 27 
desember 2016 pukul 12.5 
14 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
15Lihat Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 
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kaitan kepemilikan identitas hukum dan pemenuhan hak-hak mendasar 
dari anggota masyarakat terutama warga miskin. Artinya, apabila warga 
masyarakat memiliki KTP, hak-hak dasar lain tersebut dapat dipenuhi. 
Dengan kata lain, identitas menjamin akses atas kesempatan pendidikan, 
pekerjaan dan perlindungan hukum dari negara kepada warga miskin.16    
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan pemaparan kondisi 
nyata di lapangan maka penulis ingin meneliti bagaimana penarapan SOP 
pembuatan surat keterangan kehilangan  KTP di Kantor Kepolisian Sektor 
(Polsek) Tamalanrea. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk 
meneliti lebih dalam dengan mengambil judul “Pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur dalam Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan 
Pada Kepolisian Sektor di Kota Makassar”. 
B.   Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa 
rumusan masalah, sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan SOP pada kantor Polsek di kota 
Makassar  dalam pembuatan surat keterangan kehilangan ? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  SOP 
pada kantor Polsek di kota Makassar  dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan ? 
                                                          
16 Ferliana Harman. 2016, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar, Skripsi, 
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar hlm 3 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19419/SKRIPSI%20LENGKAP-
PRODI%20HAN-FERLIANA%20HARMAN.pdf?sequence=1 diakses pada hari senin tanggal 27 
desember 2016 pukul 12.51 
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C.   Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan SOP pada 
kantor Polsek di kota Makassar dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan. 
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan SOP pada kantor Polsek di kota 
Makassar dalam pembuatan surat keterangan kehilangan. 
D.   Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam 
pelaksanaan SOP pada Polsek kota Makassar. 
2. Manfaat Teoretis 
Manfaat Teoretis dari hasil penelitian ini agar dapat 
memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada 
khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik  
Pengertian pelayanan publik menurut Pasal 1 Angka (1) UU No. 25 
Tahun 2009 adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang 
membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan surat keterangan 
kehilangan KTP.17 
Menurut Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat suatu produk secara fisik yang 
terjadi interaksi fisik dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 
orang lain atau mesin secara fisik yang menyediakan kepuasan 
pelanggan.18   
Dari perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu 
kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-
                                                          
17 Lihat Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
18 Sampara Lukman,  Manajemen Kualitas Pelayanan,  Jakarta: STIA LAN Press, 2000, hlm.8 
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undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga 
negara atau atau penduduknya atas suatu pelayanan.19  
Terkait dengan instruksi di atas maka perlu diberikan pengertian 
tentang Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah 
bagian dari hukum publik, hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan 
mengatur tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negara. 
Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan 
fungsi organ-organ pemerintahan.20 
Hukum Administrasi Negara dikalangan PBB dan keserjanaan 
internasional, diklasifikasi baik dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun 
dalam ilmu administrasi, hukum administrasi negara terletak diantara 
hukum privat dan hukum pidana.21   
2. Tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik 
Tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik berdasarkan  pasal 3 
UU No. 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang 
hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh 
pihak yang terkait dengan pelayanan publik. 
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik 
yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang 
baik. 
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 
dengan   peraturan perundang-undangan; dan 
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.22 
                                                          
19 Sirajuddin, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, hlm 12 
20 Ridwan Hr, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 32 
21 Koentjoro Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Galia Indonesia, hlm 18  
22 Lihat Pasal 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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3. Standar Pelayanan Publik 
Standar pelayanan publik berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 
2009 standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Dasar Hukum  
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
penyelenggara negara. 
b. Persyaratan  
 Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan tehnis maupun administratif. 
c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
Yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan.  
d. Waktu Penyelesaian  
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
jenis kegiatan. 
e. Biaya Pelayanan  
 Biaya/tarif termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
f. Kompetensi Pelaksana  
 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanaan meliputi, 
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 
g. Produk Pelayanan 
 Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
h. Sarana dan Prasarana, dan atau Fasilitas  
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan bagi kelompok rentan.  
i. Pengawasan Intern  
 Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana.  
j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
 Tata cara pelaksanaan penanganan, pengaduan dan tindak 
lanjut. 
k. Jumlah Pelaksana 
 Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 
l. Jaminan Pelaksanaan  
12 
 
 Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 
dengan standar pelayanan. 
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan  
 Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa 
aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan. 
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana  
 Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.23 
 
4. Asas-Asas Pelayanan Publik 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik  berdasarkan Pasal 
4 UU No. 25 Tahun 2009  adalah sebagai berikut:   
a. Asas kepentingan umum;  
b. Asas kepastian hukum; 
c. Asas kesamaan hak;  
d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. Asas keprofesionalan;  
f. Asas partisipasif,  
g. Asas persamaan perlakuan atau tidak deskriminatif; 
h. Asas keterbukaan; 
i. Asas akuntabilitas; 
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
k. Asas ketepatan waktu; 
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;24 
 
 Asas-asas tersebut di atas dijelaskan pada penjelasan  Pasal 4 
UU No. 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:   
a. Asas kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan 
tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau 
golongan. 
b. Asas kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan 
kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. 
                                                          
23 Lihat Pasal 21  UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
24 Lihat Pasal 4  UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
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c. Asas kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status 
ekonomi. 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak 
harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, 
baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 
e. Asas keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus 
memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 
f. Asas partisipasif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan 
aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat. 
g. Asas persamaan perlakuan atau tidak deskriminatif, yaitu 
setiap warga negara berhak memperoleh pelayan yang adil. 
h. Asas keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat 
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi 
mengenai pelayanan yang diinginkan. 
i. Asas akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan 
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan 
sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 
k. Asas ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis 
pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar 
pelayanan. 
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu setiap 
jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan 
terjangkauAsas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, 
dan terjangkau.25 
 
 Oleh karena itu, pelayanan publik akan berkualitas apabila 
memenuhi semua asas di atas. 
5. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara  Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang Pedoman Umum Penyelenggara 
                                                          
25 Lihat Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik angka 61 
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Pelayanan Publik menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik adalah 
sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan: 
a.  Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan 
persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, 
tepat, dan sah. 
5. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan 
rasa aman dan kepastian hukum. 
6. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
8. Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain.26 
  
                                                          
26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik  
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6. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Pasal 5 Ayat (1) UU No. 
25 Tahun 2009  meliputi: pelayanan barang publik dan jasa publik serta 
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang adil diakukan 
oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; dan 
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan 
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah 
yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
(4)     Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan 
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
 (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran 
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biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam 
kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai 
penyelenggara pelayanan publik. 
(6)   Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintah. 
(7)   Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara 
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda warga negara. 
b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang 
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan 
penerima pelayanan. 
 
7. Hal–Hal yang diliputi Pelayanan Publik  
Hal-hal yang diliputi pelayanan publik berdasarkan Pasal 5 Ayat 
(2)adalah: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, 
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, 
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan 
sektor strategis lainnya.27 
B.   Kepolisian Sebagai  Penyelenggara Pelayanan Publik 
1. Layanan Kepolisian Sebagai Pelayanan Publik  
Pasal 15  Ayat (1) Huruf k UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan 
bahwa:  
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Republik 
Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan surat izin 
dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan masyarakat”.  
 
                                                          
27 Lihat Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  
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 Mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian 
dari pelayanan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) UU 
No. 25 Tahun 2009 menetapkan  bahwa pelayanan publik meliputi 
pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik serta pelayanan 
administratif.28  
 Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan kepolisian masuk 
dalam pelayanan administratif karena surat keterangan kehilangan bukan 
termasuk jasa publik dan barang publik.  
 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa layanan 
mengeluarkan surat keterangan kehilangan oleh kepolisian dapat 
digolongkan  sebagai pelayanan publik. 
2. Kepolisian Sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan 
Publik 
Pengertian organisasi penyelenggara pelayanan publik 
berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU No. 25 Tahun 2009 adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.29  
Lembaga kepolisian di Indonesia secara tegas diatur dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kepolisian termasuk lembaga 
                                                          
28 Lihat Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002,  tentang Kepolisian 
29 Lihat Pasal 1 Ayat 4 UU No. 25 Tahun 2009  
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penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun isi 
dari Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:  
“Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakan hukum”.30 
Kepolisian dari segi kelembagaan akan masuk sebagai 
penyelenggara pelayanan publik jika memenuhi salah satu dari berbagai 
organisasi penyelenggara pelayanan publik  sebagai berikut: 
 Institusi penyelenggara negara. 
 Korporasi. 
 Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang. 
 Badan hukum lain yang yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik. 
Menurut penulis kepolisian masuk dalam poin pertama yaitu 
institusi penyelenggara negara karena dilihat dari fungsi kepolisian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa fungsi 
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan demikian dapat disimpulkan kepolisian sebagai institusi 
penyelenggara negara. 
Oleh karena itu berdasarkan kedua hal yang telah diuraian di atas, 
yaitu layanan kepolisian sebagai pelayanan publik dan kepolisian sebagai 
                                                          
30 Lihat Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945,  
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organisasi penyelenggara pelayanan publik maka dapat disimpulkan 
bahwa kepolisian dapat digolongkan sebagai penyelenggara pelayanan 
publik. 
C.   Standar Operasional Prosedur 
1. Pengertian Standar Operasional Prosedur 
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis 
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas, 
organisasi penyelenggara bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana 
dan oleh siapa diberlakukan.31 
2. Prinsip Penyusunan Standar Operasional Prosedur  
Administrasi Pemerintahan 
Prinsip penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan adalah sebagai berikut:   
a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang 
distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan 
diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang 
yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya; 
b. Efesiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang 
distandarkan harus merupakan prosedur yang paling 
efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; 
c. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang yang distandarkan 
harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang 
terkait; 
d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang 
distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku 
tertentu yang dapat diukur pencapaian keberasilanya; 
e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 
dengan cepat dapat dengan mudah disesuaikan dengan 
kebutuhan  peningkatan  kualitas pelayanan yang 
                                                          
31Lihat Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pada bab I  huruf c angka 1 
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berkembang dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan; 
f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. 
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus  
mempertimbangankan kebutuhan pengguna (custumer’s 
needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 
pengguna.    
g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan 
harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan 
pemerintah yang berlaku; 
h. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan 
harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk 
hukum yang ditaati, dilaksanankan dan menjadi instrumen 
untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari 
kemungkinan tuntutan hukum.32 
3. Standar Operasional Prosedur Polsek Tamalanrea Makassar 
a. Prosedur Standar Operasional Polsek Tamalanrea  
Prosedur Standar Operasional Polsek Tamalanrea adalah 
sebagai berikut: 
1) Melaksanakan serah terima tugas dengan mengecek 
jumlah personel. Kerapihan personel, jumlah tahanan, 
kondisi sehat tahanan. 
2) Petugas mengedepankan keramahan dengan menerapkan 
senyum sapa, salam, sopan dan santun.  
3) Petugas mempersilahkan pelapor untuk masuk dan duduk 
di tempat yang disediakan.  
4) Petugas menanyakan identitas pelapor dan informasi yang 
akan dilaporkan.  
5) Apabila yang dilaporkan menyangkut kehilangan barang, 
maka dibuatkan surat keterangan tanda lapor Kehilangan. 
6) Apabila informasi yang membutuhkan penangan cepat   
maka petugas segera melakukan penangan tindak pertama 
di tempat kejadian perkara beserta perwakilan satuan dan 
fungsi masing-masing yang mendukung dalam penanganan 
tersebut.  
                                                          
32Lihat Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pada bab I  huruf e angka 1 
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7) Memberikan pelayanan masyarakat dan surat melalui surat 
dan alat komunikasi antara lain telepon, pesan singkat, 
jejaring sosial (internet). Memberikan pelayanan informasi 
yang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
8) Menyiapakan registrasi pelaporan, penyusunan dan 
penyampaian laporan harian kepada kapolsek.33  
 
b. Mekanisme Standar Operasional Polsek Tamalanrea  
Prosedur tugas pengaduan atau laporan masyarakat Polsek 
Tamalanrea adalah sebagai berikut: 
1) Pelapor diterima langsung oleh anggota jaga, 
2) Petugas menanyakan,  jika perlu antar  ke kspk, 
3)  Memberikan penjelasan atas laporan tersebut, jika di 
butuhkan tindakan laksanakan segera dibantu anggota 
jaga, 
4) Pembuatan laporan surat keterangan tanda lapor 
kehilangan, 
5) Laporan polisi langsung diteruskan ke unit reskrim 
6) Penyerahan laporan kepada masyarakat.34 
c. Dasar Hukum  
Dasar hukum SOP Polsek Tamalanrea   adalah sebagai 
berikut:  
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
3) Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
daerah Hukum kepolisian Negara Republik indonesia. 
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4) Peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 
September 2010 Tentang susunan organisasi dan tata 
kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. 
5) Peraturan kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian 
masyarakat dalam penyelenggaran tugas Polri.35 
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah: 
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, 
2. Faktor aparat penegak hukumnya, 
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum, 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 
perilaku masyarakat, 
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, 
maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara 
mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 
Indonesia.36 
1. Faktor Hukum (Undang-Undang) 
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Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang 
sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa 
asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak 
yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: 
1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, Undang-Undang 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam 
Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang 
itu dinyatakan berlalu. 
2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 
3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan 
Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya 
sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan 
Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun 
bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan 
Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas 
ataupun lebih umum, yang juga dapat menyangkut peristiwa 
khusus tersebut.  
4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalakan 
Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-
Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai 
suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-
Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal 
tersebut. Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan atau 
berlawanan dengan Undang-Undang lama tersebut.  
5) Undang-Undang tidak dapat digangggu gugat 
6) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan Artinya, 
supaya pembuat Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf 
mati.37  
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Dalam asas pertama dinyatakan bahwa Undang-Undang tidak 
berlaku surut, padahal dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHAP dinyatakan, 
bahwa:  
“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini 
diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-
undang ini”.  
Pasal tersebut dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, 
membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa Undang-
Undang tidak berlaku surut. 38 
Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam Undang-Undang 
adalah adanya berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai 
peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut 
diperintahkan demikian.39 
Persoalan lain yang mungkin timbul dalam Undang-Undang 
adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam 
perumusan Pasal-Pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh 
karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas 
sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.40  
Dengan demikian, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, 
bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-
Undang mungkin disebabkan karena: 
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat 
dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang 
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3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang 
mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya.41 
2. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, 
oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak 
langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Namun, penegak 
hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus 
berkecimpung dalam bidang  penegakan hukum yang tidak hanya 
mencakup ”law enforcement”, akan tetapi juga ”peace maintenance”. 
Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka 
yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
kepengacaraan, dan pemasyarakatan.42  
Berdasarkan kalangan yang penulis uraikan di atas yang akan 
penulis teliti hanya kalangan yang bertugas dikepolisian. 
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut 
mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan 
posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, 
sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu 
wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. 
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh 
karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 
dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya 
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merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 
kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut: 
1) Peranan yang ideal (ideal role) 
2) Peranan yang seharusnya (expected role) 
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 
4) Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role).43 
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan 
dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara 
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“status conflict” dan 
conflict of roles”). kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan 
antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 
dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu peranan (“role-
distance”).44  
Masalah peranan dianggap penting, oleh Karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan 
keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga 
memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya 
menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum 
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yang disatu pihak merupakan perundang-undangan dan dilain pihak 
merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.45 
Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum 
sebaiknya mampu “mawas diri”, sebagaimana akan tampak pada 
perilakunya yang merupakan pelaksana dari peranan aktualnya.46  
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka.47 Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan 
yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah 
hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.48   
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. 
Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-
halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain :   
1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhna materil 
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5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan 
pasangan konservatisme.49  
Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, 
melatih, dan membiasakan diri.50 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas  
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup.51 
Berdasarkan sarana atau fasilitas yang telah diuraikan di atas 
maka penulis hanya meneliti peralatan yang memadai. 
Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 
dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, 
sebaiknya dianuti jalan fikiran, sebagaimana berikut: 
1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul 
2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
3) Yang kurang – ditambah 
4) Yang macet – dilancarkan 
5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.52 
4. Faktor Masyarakat 
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Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai 
hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal 
ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, 
penegak hukum dan sarana atau fasilitas53 
Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat -
pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama adalah berbagai 
pengertian atau arti pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut: 
1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan; 
3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan; 
4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif 
yang tertulis); 
5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat; 
6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 
7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah; 
8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 
9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 
10) Hukum diartikan sebagai seni.54 
Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, 
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan 
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu 
akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan 
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dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut 
pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur 
maupun proses.55 
Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi 
dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan 
pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah 
berpengalaman.56  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari 
masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam 
kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan 
melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan 
senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. 
Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya.57 
Di samping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat 
untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, 
maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang 
mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. 
Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa 
hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan 
yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian 
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hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada 
kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa 
satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan 
ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul 
gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur 
dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis 
tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya 
perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis58 
5. Faktor Kebudayaan 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya, bersatu padu dengan faktor 
masyarakat. Namun sengaja dibedakan oleh karena di dalam 
pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang 
menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel Kebudayaan 
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa 
yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim 
yang harus diserasikan.59 
Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut: 
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1) Nilai ketertiaban dan nilai ketentraman 
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan 
3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme.60 
Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya 
disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman 
merupakan suatu kebebasan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan 
juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam 
kenyataanya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena 
berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang 
materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada 
posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul 
pula suatu keadaan yang tidak serasi.61  
Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan 
mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat 
penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada 
penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai 
keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan 
masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada 
kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman 
hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.62 
Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa 
berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada 
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yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi 
dan bertujuan untuk mempertahankan “status-quo”. Dilain pihak, ada 
anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. 
Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya. 63 
Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang 
telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. 
Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan 
tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum 
menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang 
disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai 
golongan panutan hukum oleh masyarakat. Kebudayaan menurut 
Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia 
dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 
suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 
mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.64 
Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya 
dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola 
isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, 
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sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. 
Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh 
mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahtraan masyarakat.65 
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatinya penegak hukum 
pada pola isolasi adalah antara lain: 
1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah 
berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan 
adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan 
pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap 
ketentraman (pribadi). 
2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak 
hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang 
menimbulkan rasa takut. 
3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang 
relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga 
masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak 
hukum. 
4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh 
karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat 
memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.66 
Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola 
isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain: 
1) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat 
merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk 
menegakkan hukum. Apabila penegak hukum merupakan 
pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih 
dekat pada pola isolasi akan memberikan kemungkinan 
yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut. 
                                                          
65 Ibid. 
66 Ibid.hlm 70 
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2) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum 
secara pararel berlangsung bersamaan dengan perasaan 
anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai. 
3) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para 
penegak hukum.67 
Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi adalah 
antara lain, sebagai berikut: 
1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak 
hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, 
walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran 
yang sungguh-sungguh. 
2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 
keselamatan jiwa dan harta bendanya.68 
Dari lima faktor-faktor yang diuraikan soerjono suekanto di atas, 
maka penulis hanya meneliti dua faktor  yaitu penegak hukum dan 
fasilitas.  .
                                                          
67 Ibid. 
68Ibid.hlm 71 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian  
 Penulis akan melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang 
penulis kaji dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian yang dipilih 
penulis guna menunjang data adalah Kota Makassar  
B.  Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini Polsek sekota Makassar dengan  sampel 
Polsek Tamalanrea, Polsek Biringkanaya, polsek Panakkukang, dan 
Polsek Manggala  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
1.   Penelitian kepustakaan (Library research) 
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui buku-buku, 
peraturan-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.  
2.  Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan yaitu 
dengan cara mengadakan penelitian ke Kantor Kepolisian 
Makassar Tamalanrea dengan mengadakan wawancara 
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sejumlah pertanyaan dan memperoleh  data langsung yang 
berhubungan dengan data skripsi.69 
 Penulis langsung meneliti pada objek penelitian dan berusaha 
mendapatkan data yang bersifat objektif dengan cara;  
a.  Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa 
mengajukan pertanyaan dan pencatatan tidak tergantung 
kepada responden, untuk memperoleh informasi serta 
gambaran empiris tentang data-data yang diperlukan 
dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek 
penelitian. 
b.  Wawancara; yaitu pengumpulan data dengan cara 
wawancara dengan meminta keterangan melalui 
pertanyaan yang telah disiapkan penulis kepada staf 
yang bersangkutan.70 
D.   Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 
kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik 
satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 
menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan 
sistematis. 
 
 
 
                                                          
69  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176   
70 Soerjono Soekanto. 2005,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 32 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam Pembuatan 
Surat  Keterangan Kehilangan pada Polsek di kota Makassar 
Komponen standar pelayanan berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 
Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah sebagai berikut: 
1) Dasar Hukum  
2) Persyaratan  
3) Sistem Mekanisme dan Prosedur 
4) Jangka Waktu Penyelesaian 
5) Biaya/Tarif 
6) Produk Pelayanan 
7) Sarana atau Fasilitas 
8) Kompetensi Pelaksana 
9) Pengawasan Internal 
10) Penanganan, Pengaduan dan Masukan  
11)  Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian dilaksanakan   
sesuai dengan standar pelayanan 
12) Evaluasi kinerja pelaksana 
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Untuk memudahkan,  maka dituangkan dalam bentuk tabel sebagai 
berikut: 
Komponen standar 
Standar pelayaan 
Polsek 
Biringkanaya 
Polsek 
Tamalanrea 
Polsek 
Manggala 
Polsek 
Panakkukang 
Dasar Hukum     
Persyaratan √ √ √ √ 
Sistem 
Mekanisme dan 
Prosedur 
√ √ √ √ 
Jangka Waktu 
Penyelesaian 
 √   
Biaya/Tarif √ √ √ √ 
Produk 
Pelayanan 
    
Sarana dan 
Prasarana atau 
Pasilitas 
Pendukung 
√ √ √ √ 
Kompetensi 
Pelaksana 
√ √ √ √ 
Pengawasan 
Internal 
√ √ √ √ 
Penanganan, 
pengaduan,saran 
dan masukan 
    
Jaminan 
pelayanan yang 
memberikan 
kepastian 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
standar 
pelayanan 
    
Evaluasi kinerja 
pelaksana 
√ √ √ √ 
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Penjelasan berdasarkan tabel di atas sebagai berikut: 
1.  Persyaratan  
Dari penelitian yang dilakukan penulis hasil penelitian maka 
diketahui bahwa:  
Pada polsek Tamalanrea hasil wawancara oleh bapak jamaludin 
S.E kepala SPKT beliau mengemukakan Bahwa:71 
“Syarat dalam pembuatan surat keterangan kehilangan KTP itu 
hanya fotokopi KTP, itu saja sudah dilihat NIK itu sudah cukup”. 
 
Dari hasil pengamatan penulis syarat untuk membuat surat 
keterangan kehilangan KTP yaitu nomor NIK KTP, kehilangan ATM hanya 
nomor rekening ATM dan kehilangan STNK motor hanya diperlukan 
fotokopi STNK. 
Pada polsek Biringkanaya hasil wawancara pada bapak Alquan, 
beliau mengemukakan bahwa:72 
“Dalam pengurusan surat keterangan kehilangan ATM diperlukan 
fotokopi nomor rekening”. 
 
Dari hasil pengamatan penulis, mengurus surat keterangan 
kehilangan  ATM diperlukan fotokopi nomor rekening. 
Pada polsek Manggala hasil wawancara dari kepala SPKT 
bernama Rusnadi, dalam pengurusan surat keterangan kehilangan ijazah, 
Rusnadi mengemukakan bahwa:73 
“Persyaratan dalam mengurus surat keterangan kehilangan ijazah 
diperlukan hanya fotokopi ijazah”.  
 
                                                          
71 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
72 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
73 Hasil wawancara pada hari rabu 22 februari 2017 
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Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, mengurus surat 
keterangan kehilangan ijazah itu, persyaratan yang dibutuhkan hanya 
fotokopi ijazah. 
Pada polsek Panakukang hasil wawancara pada ibu ulva selaku 
pelaksana pelayanan dalam pengurusan surat keterangan kehilangan ibu 
ulva mengemukakan bahwa: 
“Jika mengurus surat keterangan kehilangan ATM persyaratan 
yang dipenuhi adalah fotokopi rekening, ini sudah sangat umum 
diketahui masyarakat”74 
Hasil pengamatan penulis, syarat mengurus surat keterangan 
kehilangan ATM yaitu fotokopi nomor rekening pelapor. 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa mengenai 
persyaratan semua polsek di kota Makassar memiliki persyaratan sesuai 
dengan jenis surat keterangan kehilangan yang dibutuhkan.  
2. Biaya/tarif pelayanan 
Dari penelitian yang dilakukan penulis hasil penelitian maka 
diketahui bahwa:  
Pada polsek Tamalanrea hasil wawancara dari bapak Jamaludin 
S.E beliau mengemukakan bahwa:75 
“Biaya tidak ada sama sekali dalam pengurusan surat 
keterangan kehilangan apapun jenis kehilangannya”. 
 
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, mengurus surat 
keterangan kehilangan BCSS oleh pelapor dikenakan biaya sebesar dua 
puluh ribu. 
                                                          
74 Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017  
75 Hasil wawancara pada hari selasa  21 februari 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
di ketahui bahwa: 
Pada polsek Biringkanaya hasil wawancara oleh kepala SPKT 
bapak Alquan mengemukakan bahwa:76 
“Tidak ada biaya apapun dalam pengurusan surat keterangan 
kehilangan, apapun jenis surat keterangan kehilanganya”. 
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan KTP tidak ada biaya yang dikeluarkan pelapor. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Biringkanaya dalam pengurusan surat 
keterangan kehilangan tidak dikenai biaya. 
Pada polsek Panakukang hasil wawancara yang dilakukan pada ibu 
Ulva sebagai pelaksana pelayanan mengenai biaya, beliau 
mengemukakan bahwa: 
“Tidak ada biaya dalam pengurusan surat keterangan kehilangan 
dalam pengurusan surat keterangan kehilangan”. 
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis dalam pengurusan surat 
keterangan kehilangan KTP tidak dikenakan biaya.  
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Panakkukang dalam pengurusan surat 
keterangan kehilangan tidak dikenai biaya. 
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara 
umum, polsek di kota Makassar dalam pengurusan surat keterangan 
                                                          
76 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
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kehilangan tidak dikenakan biaya, walaupun masih ada oknum yang 
melakukan pungli, semua polsek tidak memiliki standar pelayanan. 
3. Sistem Mekanisme dan  Prosedur 
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea hasil wawancara oleh kepala SPKT bapak 
Jamaludin S.E mengemukakan bahwa:77 
“Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan, pelapor melapor di penjagaan kemudian 
diarahkan dibagian pelayanan SPKT, kemudian ditanya kehilangan 
apa, kemudian dicek persyaratan jika dipenuhi langsung dibuatkan 
surat keterangan kehilangan”.  
Hasil pengamatan penulis, sistem, mekanisme, dan prosedur dalam 
pembuatan surat keterangan kehilangan, pelapor melapor di penjagaan 
kemudian diarahkan dibagian pelayanan SPKT, setelah itu ditanya 
kehilangan apa, kemudian dicek persyaratan jika dipenuhi langsung 
dibuatkan surat keterangan kehilangan. 
Pada polsek Biringkanya hasil wawancara mengenai mekanisme 
dan prosedur oleh kepala SPKT bapak Alquan Beliau mengemukakan 
bahwa: 
“Pelapor diterima langsung oleh anggota jaga, petugas 
menanyakan kehilangan apa, kemudian diantar ke bagian 
pelayanan SPKT, ditanyakan kehilangan apa, kemudian dicek 
persyaratan, jika memenuhi langsung dibuatkan surat keterangan 
kehilangan setelah selesai ditandatangani oleh pelapor surat 
tersebut, kemudian ditandatangani oleh pelaksana surat 
keterangan kehilangan selanjutnya distempel surat selesai dan 
                                                          
77 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
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diserahkan kepada masyarakat dan digunakan sebagaimana 
mestinya”. 
Hasil pengamatan penulis, sistem, mekanisme dan prosedur dalam 
pembuatan surat keterangan kehilangan pelapor diterima langsung oleh 
anggota jaga, petugas menanyakan kehilangan apa kemudian diantar ke 
bagian pelayanan SPKT, ditanyakan kehilangan apa, kemudian dicek 
persyaratan, jika memenuhi langsung dibuatkan surat keterangan 
kehilangan setelah selesai ditandatangani oleh pelapor surat tersebut, 
kemudian ditandatangani oleh pelaksana surat keterangan kehilangan 
selanjutnya distempel surat selesai dan diserahkan kepada masyarakat 
dan digunakan sebagaimana mestinya. 
Pada polsek Manggala, hasil wawancara mengenai mekanisme 
oleh bapak Muh Yasin Huda bagian kepala SPKT, beliau mengemukakan 
bahwa:78 
“Mekanisme membuat surat keterangan kehilangan, pelapor 
melapor di anggota penjagaan, kemudian ditanya ada yang bisa 
dibantu, selanjutnya diarahkan kepelayan SPKT, jika syarat telah 
dipenuhi maka surat keterangan kehilangan dibuatkan oleh 
pelaksana pelayanan”. 
Hasil pengamatan penulis, sistem, mekanisme dan prosedur 
dalam pembuatan surat keterangan kehilangan pelapor diterima langsung 
oleh anggota jaga, petugas menanyakan kehilangan apa kemudian 
diantar ke bagian pelayanan SPKT, ditanyakan kehilangan apa, kemudian 
dicek persyaratan, jika memenuhi langsung dibuatkan surat keterangan 
kehilangan setelah selesai ditandatangani oleh pelapor surat tersebut, 
                                                          
78 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
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kemudian ditandatangani oleh pelaksana surat keterangan kehilangan 
selanjutnya distempel surat selesai dan diserahkan kepada masyarakat 
dan digunakan sebagaimana mestinya. 
Pada polsek panakukang, hasil wawancara oleh ibu ulva bagian 
pelaksana pelayanan, beliau mengemukakan bahwa:79 
“Pelapor terlebih dahulu melapor ke anggota kepenjagaan, 
kemudian anggota penjaga mengarahkan langsung masuk 
kebagian pelayanan SPKT, dicek syarat yang memenuhi, jika 
terpenuhi, surat keterangan dibuatkan, setelah jadi pelapor 
tandatangan disurat tersebut, beserta pelaksana pelayanan 
kemudian distempel, surat diserahkan kepada pelapor dan 
digunakan bagaimana mestinya”. 
Hasil pengamatan penulis, sistem, mekanisme dan prosedur dalam 
pembuatan surat keterangan kehilangan, pelapor diterima langsung oleh 
anggota jaga, petugas menanyakan kehilangan apa kemudian diantar ke 
bagian pelayanan SPKT, ditanyakan kehilangan apa, kemudian dicek 
persyaratan, jika memenuhi langsung dibuatkan surat keterangan 
kehilangan setelah selesai ditandatangani oleh pelapor surat tersebut, 
kemudian ditandatangani oleh pelaksana surat keterangan kehilangan 
selanjutnya distempel surat selesai dan diserahkan kepada masyarakat 
dan digunakan sebagaimana mestinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, maka 
dapat diketahui bahwa di polsek kota Makassar. Sistem, mekanisme dan 
prosedur dalam pembuatan surat keterangan kehilangan pelapor diterima 
langsung oleh anggota jaga, petugas menanyakan kehilangan apa 
                                                          
79Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017   
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kemudian diantar ke bagian pelayanan SPKT, ditanyakan kehilangan apa, 
kemudian dicek persyaratan, jika memenuhi langsung dibuatkan surat 
keterangan kehilangan setelah selesai ditandatangani oleh pelapor surat 
tersebut, kemudian ditandatangani oleh pelaksana surat keterangan 
kehilangan selanjutnya distempel surat selesai dan diserahkan kepada 
masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya. 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa secara 
umum polsek di kota Makassar dalam pengurusan surat keterangan 
kehilangan memiliki sistem, mekanisme dan prosedur, akan tetapi semua 
polsek di kota Makassar tidak memiliki standar pelayanan yang dibakukan. 
4. Waktu penyelesaian  
Dari penelitian yang dilakukan penulis hasil penelitian maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea hasil wawancara oleh Bapak Jamaludin 
S.E beliau mengemukakan bahwa:80 
“Jika persyaratan sudah dipenuhi jangka waktu penyelesaian 5 -10 
menit surat keterangan kehilangan sudah selesai.” 
Hasil pengamatan penulis jangka waktu penyelesaian pembuatan 
surat keterangan kehilangan KTP 6 menit sudah selesai. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Tamalanrea jangka waktu yang dibutuhkan 
dalam pembuatan surat keterangan adalah 6 menit. 
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Pada Polsek Biringkanaya bapak Alquan bagian kepala SPKT 
beliau mengemukakan bahwa:  
“Waktu penyelesaian pembuatan surat keterangan kehilangan 
berkisaran 5 - 13 menit”. 
Hasil pengamatan penulis jangka waktu penyelesaian pembuatan 
surat keterangan kehilangan 5 menit sudah selesai. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Biringkanya jangka waktu yang dibutuhkan 
dalam pembuatan surat keterangan kehilangan adalah 5 menit. 
Pada polsek Manggala hasil wawancara oleh bapak Yasin Huda 
bagian kepala SPKT beliau mengemukakan bahwa: 
“Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan 
kehilangan KTP 5-15 menit, itu jika semua persyaratan telah 
dipenuhi surat keterangan kehilangan sudah selesai”. 
Hasil pengamatan penulis jangka waktu penyelesaian pembuatan 
surat keterangan kehilangan 5 menit sudah selesai. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Manggala jangka waktu yang dibutuhkan dalam 
pembuatan surat keterangan kehilangan adalah 5 menit. 
Pada polsek Panakukang hasil wawancara oleh Ibu Ulva bagian 
pelaksana, beliau  mengemukakan bahwa:81 
“Saya mengurus surat keterangan kehilangan ATM, 
penyelesaiannya sekitar 5-10 menit sudah selesai.” 
Hasil pengamatan penulis jangka waktu penyelesaian pembuatan 
surat keterangan kehilangan ATM adalah 7 menit sudah selesai. 
                                                          
81 Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Panakukang jangka waktu yang dibutuhkan 
dalam pembuatan surat keterangan kehilangan adalah 5 menit. 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa secara 
umum jangka waktu penyelesaian pembuatan surat keterangan 
kehilangan di kota Makassar adalah 5 menit. 
5. Kompetensi pelaksanan  
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea dari wawancara yang dilakukan penulis, 
oleh bapak Jamaludin S.E beliau mengemukakan bahwa:82 
“Pelaksana atau kepolisian yang ditempatkan di SPKT semuanya 
sudah ahli dalam komputer, kami memang mengkhususkan yang 
memang ahli dibidang itu untuk melancarkan pelaksanaan 
pelayanan”. 
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pelaksanan pelayanan 
sudah mahir dalam membuat surat keterangan kehilangan itu dilihat 
penulis dari cepatnya menyelesaikan surat keterangan kehilangan. 
Pada polsek Biringkanaya hasil wawancara oleh salah satu pelapor 
yang mengurus surat keterangan kehilangan KTP bernama ibu Anis, ibu 
Anis mengemukakan bahwa:83 
“Pelaksana dalam membuat surat keterangan sudah mahir dalam 
komputer selesainya sangat cepat”. 
                                                          
82 Hasil wawancara pada hari selasa  21 februari 2017 
83  Hasil wawancara pada hari rabu 22 februari 2017 
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Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pelaksanan pelayanan 
sudah ahli dalam membuat surat keterangan kehilangan itu dilihat penulis 
dari cepatnya menyelesaikan surat keterangan kehilangan. 
Pada polsek Manggala hasil wawancara mengenai keahlian 
petugas surat keterangan kehilangan oleh bapak Muh Yasin Huda di 
bagian kepala SPKT beliau mengemukakan bahwa:84 
“Petugas yang ditunjuk di bagian surat keterangan kehilangan 
sudah memiliki keahlian dalam bidang komputer, jadi dalam 
menunjuk personil tidak asal-asalan.”   
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pelaksanan pelayanan 
sudah ahli dalam membuat surat keterangan kehilangan itu dilihat penulis 
dari cepatnya menyelesaikan surat keterangan kehilangan. 
Pada polsek Panakkukang hasil wawancara oleh ibu ulva sebagai 
pelaksana pelayan, beliau mengemukakan bahwa: 
“Semua pelaksana pelayanan SPKT semuanya sudah mahir dalam 
melaksanakan pelayanan itu, karena seringnya membuat surat 
keterangan perhari bisa 30 orang yang mengurus surat keterangan 
kehilangan”.  
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pelaksanan pelayanan 
sudah ahli dalam membuat surat keterangan kehilangan itu dilihat penulis 
dari cepatnya menyelesaikan surat keterangan kehilangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa di polsek kota Makassar pelaksana yang ditempatkan 
di bagian pembuatan surat keterangan kehilangan sudah ahli dibidang 
komputer. 
                                                          
84 Hasil wawancara pada hari kamis 23 februari 2017 
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Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa semua 
pelaksana pelayanan di polsek Kota Makassar sudah ahli dalam 
pembuatan surat keterangan kehilangan. 
6. Produk pelayanan 
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea hasil wawancara oleh bapak Bripka 
Suryanto sebagai pelaksana pelayanan, beliau mengemukakan bahwa:85 
“Hasil pelayanan yang didapatkan sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan masyarakat”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis hasil dari pelayanan adalah 
surat keterangan kehilangan sesuai dengan kebutuhan pelapor. 
Pada polsek Biringkanya hasil wawancara mengenai hasil 
pelayanan, wawancara kepada pelapor bernama  ibu anis  beliau 
mengemukakan bahwa: 
“Hasil dari pelayanan pelaksana adalah surat keterangan 
kehilangan sesuai dengan  apa yang saya butuhkan”  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis hasil dari pelayanan adalah 
surat keterangan kehilangan sesuai dengan kebutuhan pelapor. 
Pada polsek Manggala hasil wawancara mengenai hasil pelayanan 
yang diperoleh pelapor, Andi Muh Hairin bagian pelaksana pelayanan, 
beliau mengemukakan bahwa: 
“Hasil pelayanan yang diterima tentu saja surat keterangan 
kehilangan yang dibutuhkan pelapor, sesuai dengan laporannya”. 
                                                          
85 Hasil wawancara pada hari selasa 21 februari 2017 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis, hasil dari pelayanan adalah 
surat keterangan kehilangan sesuai dengan kebutuhan pelapor. 
Pada polsek Panakkukang hasil wawancara mengenai hasil 
pelayanan kepada Andi Nurul mahasiswa yang mengurus surat 
keterangan kehilangan ATM, andi nurul mengemukakan bahwa:86 
“Hasil pelayanan yang saya peroleh sudah sesuai yang saya  
inginkan, surat keterangan kehilangan ATM”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, hasil dari pelayanan adalah 
surat keterangan kehilangan sudah sesuai dengan kebutuhan pelapor. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa hasil dari pelayanan adalah surat keterangan kehilangan 
sesuai dengan kebutuhan pelapor. 
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa semua 
pelaksana pelayanan di polsek Kota Makassar mengeluarkan surat 
keterangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau surat yang 
diinginkan masyarakat.  
7. Sarana atau Fasilitas 
 Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian, maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea dari wawancara yang dilakukan penulis 
oleh bapak Jamaludin S.E beliau selaku kepala SPKT mengemukakan 
bahwa:87 
                                                          
86 Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017 
87 Hasil wawancara pada hari selasa  21 februari 2017 
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“Kalau fasilitas bagi kelompok rentan misalnya lumpuh belum ada, 
selama ini tidak ada klompok masyarakat rentan datang mengurus 
surat keterangan kehilangan,  kalaupun ada pasti ditemani dengan 
keluarganya, atisipasinya masih dipikirkan, palingan diberikan 
perhatian khusus, memberikan pelayanan sebaik mungkin”. 
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai fasilitas kelompok rentan 
belum ada di polsek Tamalanrea. 
Pada polsek Biringkanaya hasil wawancara mengenai fasilitas 
kepada masyarakat kelompok rentan, kepala SPKT bapak Alquan beliau 
mengemukakan bahwa:88 
“Untuk saat ini masih belum ada, fasilitas untuk pelapor yang  
lumpuh, tapi kami akan pikirkan atisipasinya, karena selama ini 
belum pernah pelapor yang lumpuh mengurus surat keterangan 
kehilangan, kalau seandainya ada pasti kami bantu apa yang 
dibutukan pelapor seperti itu”.  
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai fasilitas kelompok rentan 
belum ada di polsek Biringkanaya 
Pada polsek Manggala hasil wawancara mengenai fasilitas  
kelompok rentan apakah disediakan, bapak Muh Yasin Huda selaku 
kepala SPKT mengemukakan Bahwa:89 
“Fasilitas bagi masyarakat yang rentan misalnya lumpuh, 
sementara ini masih belum disediakan, atisipasinya juga masih 
dipikirkan, tapi kalau sekarang belum tergambar bentuk atisipasi 
kami, tapi kami akan layani seperti biasa dan mengantar pulang jika 
memang perlu”.  
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai fasilitas kelompok rentan 
belum ada di polsek Manggala.  
                                                          
88 Hasil wawancara pada hari rabu 22 februari 2017 
89 Hasil wawancara pada hari kamis 23 februari 2017 
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Pada polsek Panakkukang, hasil wawancara mengenai fasilitas 
bagi kelompok rentan/lumpuh, ibu ulva mengemukakan bahwa:90 
“Untuk saat ini belum ada fasilitas bagi kelompok pelapor yang 
lumpuh, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan sudah tersedia 
fasilitas tersebut tergantung anggaran saja”. 
Berdasarkan hasil pengamatan, mengenai fasilitas kelompok rentan 
belum ada di polsek Panakkukang.  
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat 
disimpulkan bahwa polsek di kota Makassar tidak  memiliki fasilitas bagi 
kelompok rentan. 
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa semua 
polsek di kota Makassar belum ada yang memiliki fasilitas bagi kelompok 
rentan. 
8. Pengawasan Intern  
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian, maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea, hasil wawancara oleh bapak Jamaludin 
S.E mengemukakan bahwa:91 
“Pengawasan dilakukan setiap hari karena kepala SPKT melekat 
dengan bawahannya artinya didampingi dalam melakukan 
pelayanan” 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kepala SPKT selalu ada 
dalam polsek Tamalanrea, untuk mendampingi bawahannya. 
                                                          
90 Hasil wawancara pada hari senin 20 februari 2017 
91Hasil wawancara pada hari selasa  21 februari 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat 
disimpulkan bahwa polsek Tamalanrea memiliki pengawasan intern yang 
dilakukan oleh kepala SPKT. 
Pada polsek Biringkanya hasil wawancara oleh Aiptu Mustafa 
bagian pelaksana pembuat surat keterangan kehilangan mengemukakan 
bahwa:92  
“Pengawasan dilakukan secara langsung, dari atasan kepala SPKT 
kepada kami  bawahanya” 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kepala SPKT selalu ada 
dalam polsek Tamalanrea, untuk mendampingi bawahannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat di 
ketahui bahwa polsek Manggala memiliki pengawasan intern yang 
dilakukan oleh kepala SPKT. 
Pada polsek Manggala, hasil wawancara mengenai pengawasan 
oleh bapak Sukri Muh Hairin beliau selaku pelaksana menyatakan 
bahwa:93 
“Kalau pengawasan itu dilakukan setiap hari, pengawasan secara 
langsung yang dilakukan kepala SPKT bapak Muh Yasin Huda 
kepada bawahanya agar selalu optimal dalam melayani 
masyarakat”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis kepala SPKT selalu ada 
dalam polsek Tamalanrea, untuk mendampingi bawahannya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat 
diketahui bahwa polsek Tamalanrea memiliki pengawasan intern yang 
dilakukan langsung oleh kepala SPKT. 
Pada polsek Panakkukang hasil wawancara mengenai 
pengawasan, ibu ulva sebagai pelaksana mengemukakan bahwa:94 
“Pengawasan dilakukan setiap hari, oleh wakapolsek, pengawasan 
ini dilakukan pada saat berlangsungnya memberikan pelayanan 
kepada pelapor”.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis wakapolsek  selalu ada 
dalam polsek Panakkukang, untuk mendampingi bawahannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat 
disimpulkan bahwa polsek Panakkukang memiliki pengawasan intern yang 
dilakukan oleh Wakapolsek. 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa secara 
umum polsek di kota Makassar ada dilakukan pengawasan intern yang 
dilakukan oleh kepala SPKT, namun terdapat satu polsek yang 
pengawasanya dilakukan oleh Wakapolsek. 
9. Jumlah Pelaksana  
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea, hasil dari wawancara kepada kepala 
SPKT Jamaludin S.E mengemukakan bahwa:95 
“Kalau khusus pelaksana dibidang surat keterangan kehilangan  
jumlah pelaksananya 3 orang”. 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis, maka dapat diketahui 
bahwa di polsek Tamalanrea jumlah pelaksana adalah 3 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, maka 
dapat diketahui bahwa di polsek Tamalanrea jumlah pelaksana adalah 3 
orang. 
Pada polsek Biringkanaya, hasil wawancara penulis menanyakan 
jumlah pelaksana kepala SPKT oleh bapak Alquan mengemukakan 
bahwa:96 
“Jumlah pelaksana yang ditempatkan pada pembuatan surat 
keterangan kehilangan berjumlah 2 personil, bekerja 24 jam”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, maka dapat diketahui 
bahwa di polsek Biringkanaya jumlah pelaksana adalah 2 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa di polsek Biringkanaya jumlah pelaksana adalah 2 
orang. 
Pada polsek Manggala, hasil wawancara oleh bapak Muh Yasin 
Huda mengenai jumlah pelaksana yang ditunjuk dibidang surat 
keterangan kehilangan, bapak Muh Yasin mengemukakan bahwa:97 
“Jumlah pelaksana yang ditunjuk atau bertugas di dalam pelayan 
pembuatan surat keterangan kehilangan berjumlah 3 personel”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, maka dapat diketahui 
bahwa di polsek Tamalanrea jumlah pelaksana adalah 3 orang. 
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97 Hasil wawancara pada hari jumat 24 februari 2017 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa di polsek Manggala jumlah pelaksana adalah 3 orang. 
Pada polsek Panakkukang, hasiln wawancara dengan ibu Ulva 
sebagai pelaksana pelayanan, mengemukakan bahwa:98 
“Jumlah pelaksana dibagian surat keterangan kehilangan 2 orang”. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, maka dapat diketahui 
bahwa di polsek Panakkukang  jumlah pelaksana adalah 2 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
diketahui bahwa di polsek Panakkukang jumlah pelaksana adalah 2 
orang. 
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah 
personel pada polsek dalam pembuatan surat keterangan kehilangan di 
kota Makasasar sebagian besar berjumlah 2 orang. 
10. Evaluasi kinerja pelaksana 
Dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil penelitian, maka 
diketahui bahwa: 
Pada polsek Tamalanrea, hasil wawancara kepada kepala SPKT 
beliau menyatakan bahwa:99 
“Evaluasi yang dilakukan Kepala SPKT setiap hari kebawahanya 
dalam mengenai teknis pelayanan, kemudian bagaimana 
pemahaman masyarakat mengenai persyaratan sesuai peraturan”. 
                                                          
98 Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017 
99 Hasil wawancara pada hari rabu 22 februari 2017 
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Berdasakan pengamatan penulis evaluasi tidak dilakukan setiap 
hari namun evaluasi dilakukan ketika ada masalah dalam memberikan 
pelayanan. 
Pada polsek Biringkanya, hasil wawancara kepada pelaksana 
pembuat surat keterangan kehilangan penulis, bertanya apakah ada 
evaluasi kinerja yang dilakukan kepala SPKT,  Aiptu Mustafa 
mengemukan bahwa: 
“Ada, evaluasi dilakukan hampir setiap hari oleh atasan atau kepala 
SPKT kebawahaan, dalam bentuk pengarahan hal-hal apa yang 
harus diperbaiki untuk memuaskan pelayan dalam bentuk 
pelayanan”. 
Berdasakan pengamatan penulis, evaluasi tidak dilakukan setiap 
hari namun evaluasi dilakukan ketika ada masalah dalam memberikan 
pelayanan. 
Pada polsek Manggala hasil wawancara mengenai evaluasi kerja 
oleh bapak Muh Yasin Huda beliau mengemukan bahwa:100 
“Evaluasi dilakukan setiap hari kepada bawahan kalau ada keliru 
langsung di arahkan kepada kepala SKT dan langsung ada 
perbaikan pada saat itu juga dan pelaksana dianjurkan memberikan 
pengertian kepada pelapor”  
Berdasarkan pengamatan penulis evaluasi tidak dilakukan setiap 
hari, namun evaluasi dilakukan ketika ada masalah dalam memberikan 
pelayanan. 
Pada polsek Panakkukang, hasil wawancara yang dilakukan 
penulis dengan ibu ulva mengenai evaluasi, beliau mengemukakan 
bahwa:101 
                                                          
100 Hasil wawancara pada hari jumat 24 februari 2017 
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“Kalau evaluasi biasa dilakukan saat apel dan pada saat 
memberikan pelayan kepada pelapor, evaluasi biasanya dilakukan 
dalam bentuk hal-hal apa yang menjadi kendala, tapi untuk saat ini 
tidak ada kendala dalam melayani pelapor yang serius, palingan 
pelapor cuma agak tidak sabar, sesekali kami memberikan 
pemahaman-pemaham kepada pelapor agar dapat sabar dan 
mengerti”. 
Berdasarkan pengamatan penulis, evaluasi tidak dilakukan setiap 
hari namun evaluasi dilakukan ketika ada masalah dalam memberikan 
pelayanan. 
Berdasarkan wawancara dan  pengamatan penulis maka diketahui 
bahwa semua polsek di kota Makassar memiliki evaluasi kinerja 
pelaksana, yang dilakukan tidak setiap hari. 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa semua 
polsek di kota Makassar memiliki evaluasi kinerja pelaksana, sebagian 
besar evaluasi dilakukan apabila ada kendala dalam memberikan 
pelayanan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari semua polsek yang telah 
diteliti tidak  memiliki SOP karena tidak memenuhi komponen standar 
pelayanan yang terdapat dalam pasal  21 UU No. 25 tahun 2009, dengan 
tidak adanya SOP maka tidak ada papan SOP yang ditempel didinding 
ruangan pelayanan SPKT hal tersebut menyebabkan terjadinya pungli, 
karena pelapor tidak mengetahui standar pelayanan di polsek kota 
Makassar. Penyelenggara pelayanan melanggar Pasal 20 Ayat(1) UU No. 
25 Tahun 2009 yang berbunyi: 
                                                                                                                                                               
101 Hasil wawancara pada hari sabtu 25 februari 2017 
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“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, 
kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. 
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur dalam Pembuatan Surat Keterangan 
Kehilangan 
Dari lima faktor-faktor yang di jelaskan soerjono suekanto maka 
penulis hanya meneliti dua faktor yaitu penegak hukum dan sarana atau 
fasilitas. 
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
standar operasional prosedur dalam pembuatan surat keterangan 
kehilangan: 
1. Faktor penegak hukum  
Yang penulis teliti dalam penegak hukum  hanya kepolisian, 
menurut peranan ideal Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:  
 “Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakan hukum”.102 
 
Peranan seharusnya Pasal 13 huruf c adalah:103 
“Tugas pokok kepolisian memberikan perlindungan, 
pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat”. 
 
Peranan yang aktual adalah, penegak hukum sebaiknya mampu 
“mulat sarira” atau “mawas diri”, hal mana akan tampak pada prilaku yang 
                                                          
102 Lihat Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945,  
103Lihat Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002  
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merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas 
diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.104 
Di lapangan dari semua yang diteliti  penulis pada umumnya 
penegak hukum sudah memberikan pelayanan yang baik, Cuma ada satu  
oknum yang belum memberikan pelayanan yang baik di kepolisian sektor 
Tamalanrea, pembuatan surat keterangan kehilangan adalah  layanan 
dasar yang tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak(PNBP) . Pelaksana pelayanan melanggar Pasal 6 huruf w peraturan 
pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota 
POLRI yang berbunyi:105 
“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia 
dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun 
untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain." 
Penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa bernama Ulva 
yang mengurus surat keterangan kehilangan, Ulva mengemukakan 
bahwa:106 
“saya membayar dua puluh ribu, dalam mengurus surat 
keterangan kehilangan BCSS” 
 
Penulis sebelumnya pernah mekukan wawancara kepada kepala 
SPKT bapak Jamaludin  mengenai biaya dalam mengurus surat 
keterangan kehilangan, beliau mengemukakan bahwa:107 
                                                          
104 Soerjono Soekanto 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 22 
105Lihat Pasal 6 huruf w peraturan pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 
anggota POLRI 
106 Soerjono Soekanto 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 25 
107  Hasil wawancara pada hari senin 20 februari 2017 
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“Tidak ada biaya dalam pengurusan surat keterangan kehilangan 
apapun jenis surat keterangan kehilangan, kecuali dalam 
pengurusan  SKCK dikenai biaya tiga puluh ribu”.  
 
Dengan adanya Peranan yang yang ideal, peranan yang 
seharusnya dan peranan yang aktual  pelayanan, sebagian besar yang 
diteliti penulis sudah baik,  meskipun ada satu polsek Tamalanrea ada 
oknum  yang pelayanya tidak baik. 
Jadi faktor penegak hukum berpengaruh positif dalam pelaksanaan 
SOP dalam pembuatan surat keterangan kehilangan pada kepolisian 
sektor di kota makassar. 
2. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, dan keuangan yang cukup108.  
Namun yang penulis teliti  hanya faktor fasilitas yaitu peralatan 
yang memadai  Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana 
pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh 
terhadap keberasilan dalam memberikan pelayanan.109  
Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu 
penunjang jalannya pelaksanaan SOP SPKT dimana kepala SPKT wajib 
membuat dan memasang papan SOP SPKT di ruangan pelayanan 
                                                          
108 Soerjono Soekanto. 2005,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 32 
109 Ibid 
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pembuatan surat keterangan kehilangan agar pelapor mengetahui dengan 
jelas prosedur pengurusan surat keterangan sesuai dengan Asas 
keterbukan pada penjelasan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009. 
Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, fasilitas 
untuk mendukung pelaksanaan kurang memadai, semua polsek yang 
penulis teliti belum memasang papan SOP SPKT. Akibatnya, dari tidak 
ada SOP pelaksana pelayanan memiliki peluang untuk melakukan pungli.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, maka dapat diketahui 
bahwa semua polsek di kota Makassar tidak memiliki fasilitas yang 
memadai. Penyelenggara melanggar asas keterbukaan, sebagaimna yang 
tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 yang 
berbunyi:110 
“Asas keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat 
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi 
mengenai pelayanan yang diinginkan”.  
 
Jadi  faktor fasilitas berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan 
SOP SPKT. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
110 Lihat Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik dua 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu: 
1. Pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan di kepolisian sektor kota Makassar tidak sesuai 
dengan UU No. 25 Tahun 2009, karena tidak  memiliki standar 
pelayanan.  
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SOP adalah sebagai berikut:  
a. Faktor penegak hukum. Faktor ini berpengaruh positif terhadap 
pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pembuatan surat 
keterangan kehilangan. Dari kelima polsek yang telah diteliti 
penulis, sebagian besar sudah baik, meskipun ada satu polsek 
yaitu Tamalanrea terdapat oknum yang pelayannya tidak baik.  
Alasannya keempat polsek penegak hukumnya sudah menjalankan 
peranan aktualnya, namun cuma satu penegak hukum yang tidak 
menjalankan peranan aktualnya. 
b. Faktor Sarana atau fasilitas. Faktor ini berpengaruh negatif 
terhadap pelaksanaan SOP dalam pembuatan surat keterangan 
kehilangan, dikarenakan semua polsek yang penulis teliti belum 
memasang papan Standar Operasional Prosedur SPKT, maka 
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dapat disimpulkan bahwa semua polsek kota Makassar fasilitasnya 
tidak memadai, hal ini dibuktikan dengan tidak ada papan SOP. 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan, sehubungan dengan 
pelaksanaan SOP dalam pembuatan surat keterangan kehilangan adalah 
sebagai berikut: 
1. Seluruh polsek yang penulis telah teliti seharusnya memiliki SOP 
SPKT, berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 agar 
pelaksanaan pelayanan dalam pengurusan surat keterangan 
kehilangan, berjalan sesuai aturan dengan memiliki jaminan 
pelayanan, dan mengurangi kesalahan dalam melayani pelapor. 
2. Dalam hal pelaksanaan SOP dalam pembuatan surat keterangan 
kehilangan, seyogyanya perlu pengadaan fasilitas khusus dalam 
ruangan misalnya papan SOP SPKT ditempel di ruangan agar 
adanya keterbukaan dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan 
asas keterbukaan dalam penyelenggaran pelayanan publik 
sebagaimna yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 25 
Tahun 2009.  
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